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ABSTRAK :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota,perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Pemilihan Umum 
Kabupaten Luwu tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021. 

  
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah  : Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890), Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5135), Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu 
dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 
Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019  tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
320), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahu 2020 tentang Tugas, Fungsi, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunj 2020 Nomor 1236), 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang 



Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,  
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